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GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/8 TAHUN 2025

TENTANG
PE.IABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat
pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf A Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
mempunyai kewenangan menetapkan pejabat lainnya
dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

1 Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2O0l tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang
Otonomi Ktrusus Bagi Provinsi Papua (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:rbahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentaag Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang firmbaran Negara Tahun 2023 Nomor 4i,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O22 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahxr
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
lndonesia Ta-hun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2O2l tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2O18 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 63);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2O19 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 60);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
fiarl;
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10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2O25 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1).

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25
Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

Pejabat Pengelola Keuangaa Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Dildum KESATU adalah Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Tengah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud da-lam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan
fungsinya selaku BUD berwenang:
a. men5rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD;
c. melakukan pengendalial pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

jamina-n atas nama pemenntah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keualgan daera,h;
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui RKUD;

k. mengelola investasi;
l. menetapkan anggaran kas;
m. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
n. membuka rekening Kas umum daerah;
o. membuka rekening penerimaan;
p. membuka rekening pengeluaran; dan
q. men5 rsun laporan keuangan pertanggungjawaban

pelaksalaan APBD.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bertanggunglawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1O Januari 2025

ry. GUBERNUR PAPUATENGAH,
cAP/T'rD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

MANURUNG, S.H.,M.H.
NrP 1 97606082002 t2 1002

Salinan Keputusan ini disamoaikan kenada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.


